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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, serta kajian literatur yang telah 

diuraikan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang 

secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian. Secara umum, tingkat IIKS 

di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 masih tergolong rendah, dengan 

rata-rata nilai indeks sebesar 0,113. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan 

syariah nasional belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik 

dari segi akses, ketersediaan, maupun pemanfaatan layanan. Secara spasial, 

provinsi Aceh menempati posisi tertinggi pada nilai IIKS. Hal ini sejalan dengan 

penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang mewajibkan seluruh transaksi 

perbankan berbasis syariah. DKI Jakarta berada di posisi kedua dan masuk pada 

kategori sedang karena sebagai pusat industri, perdagangan, dan keuangan. Dan 

provinsi lainnya berada di kategori rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

tingkat IIKS di Indonesia masih belum merata dan pengembangannya masih 

terpusat pada daerah tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan 

kebijakan yang bersifat afirmatif, terutama dalam memperluas akses keuangan 

syariah di wilayah dengan indeks IIKS rendah. 

Hasil estimasi dengan metode Regression Discontinuity Design (RDD) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kausal yang signifikan antara IIKS 

dan IPM di Indonesia. Nilai koefisien sebesar -4,1893 dengan p-value 0,409 (>0,05) 

menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat inklusi keuangan syariah yang berada 

tepat di atas cutoff 0,6 tidak memiliki perbedaan IPM yang signifikan dibandingkan 

dengan provinsi yang berada tepat di bawah cutoff. Dengan demikian, peningkatan 

IIKS belum mampu menghasilkan perubahan yang bersifat diskontinu terhadap 

IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa manfaat inklusi keuangan syariah 

kemungkinan tidak muncul secara langsung, melainkan melalui proses bertahap 

yang memerlukan waktu sebelum tercermin dalam indikator pembangunan manusia 

yang bersifat komposit seperti IPM. IPM mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, 



103 

 

 

dan standar hidup yang secara struktural dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi 

dan sosial.  

 Selain itu, pada periode dan tingkat agregasi data yang diteliti hasil yang tidak 

signifikan juga bisa disebabkan oleh sifat data makro yang mencerminkan proses 

perubahan yang berlangsung secara bertahap dan adanya time lag dalam efek 

inklusi keuangan terhadap pembangunan manusia. Perubahannya tidak cepat, dan 

dampaknya biasanya tidak langsung terlihat dari tahun ke tahun. Kenaikan inklusi 

keuangan syariah misalnya semakin banyak rekening, kantor layanan, atau 

pembiayaan tidak serta-merta diikuti lonjakan IPM pada tahun yang sama, karena 

komponen IPM (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak) membutuhkan 

proses dan waktu untuk berubah. Dengan kata lain, ada jeda waktu (time lag) 

sebelum manfaat inklusi keuangan benar-benar tercermin pada IPM. 

Arah koefisien yang negatif namun tidak signifikan juga dapat dibaca 

sebagai sinyal bahwa penguatan inklusi keuangan syariah pada periode penelitian 

belum cukup kuat untuk menjadi perbaikan pembangunan manusia, atau 

dampaknya masih tertahan di tahap awal. Dalam praktiknya, inklusi keuangan 

biasanya bekerja melalui perantara, seperti peningkatan pendapatan dan daya beli, 

stabilitas konsumsi rumah tangga, kemudahan pembiayaan usaha (UMKM), serta 

kemampuan membiayai kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, 

hubungan IIKS terhadap IPM lebih tepat diuji tidak hanya secara langsung, tetapi 

juga dengan memasukkan variabel-variabel perantara tersebut agar mekanismenya 

dapat terlihat lebih jelas. 

Dari sisi kebijakan, temuan ini mengingatkan bahwa peningkatan IIKS 

sebaiknya tidak dipandang sebagai jalan pintas untuk menaikkan IPM. Program 

inklusi keuangan syariah tetap penting, tetapi perlu berjalan bersama strategi 

pembangunan lain, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, 

penguatan ekonomi rumah tangga, serta pengembangan UMKM. Secara 

operasional, langkah yang dapat diprioritaskan ialah pemerataan akses layanan, 

peningkatan kualitas layanan (termasuk digital), dan penguatan literasi keuangan 

syariah agar penggunaan produk tidak berhenti pada “memiliki rekening”, tetapi 

benar-benar membantu kegiatan ekonomi keluarga. Untuk penelitian selanjutnya, 
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disarankan memakai periode yang lebih panjang dan menambahkan variabel 

perantara (misalnya pendapatan per kapita, kemiskinan, konsumsi, atau 

pembiayaan UMKM) agar jeda waktu dampak dapat diuji dan hubungan inklusi 

keuangan syariah terhadap pembangunan manusia dapat dipahami lebih utuh. Oleh 

sebab itu, pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap pembangunan manusia perlu 

diuji dengan mempertimbangkan variabel intermediasi yang berperan sebagai kanal 

mekanisme dampak. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa rekomendasi dapaat 

diajukan. Rekomendasi diberikan kepada masing-masing pemangku kepentingan 

sebagai berikut:  

1. Pemerintah Pusat dan Otoritas Keuangan 

 Dalam rangka memperluas kepemilikan rekening dan partisipasi masyarakat 

di keuangan syariah maka peneliti merekomendasikan pemerintah pusat dan 

otoritas keuangan untuk; 

a. Membuat program literasi yang dibedakan untuk segmen unbanked (rumah 

tangga miskin/pekerja informal), pelajar/mahasiswa, UMKM mikro, dan 

komunitas nonmuslim (penekanan pada manfaat ekonomis dan prinsip 

etis/keadilan, bukan narasi religius). 

b. Melakukan standarisasi produk dasar syariah dengan biaya rendah/biaya 

administrasi tertentu, persyaratan sederhana, dan onboarding digital. 

c. Mendorong integrasi pembukaan rekening syariah dengan program 

pemerintah (misal bantuan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan program 

sosial daerah) dengan menjaga pilihan tetap terbuka agar tidak diskriminatif. 

 Untuk memperluas titik layanan tanpa bergantung pada cabang fisik, 

pemerintah pusat dan otoritas keuangan direkomendasikan untuk: 

a. Membuat kebijakan untuk perluasan akses melalui agen dan layanan bersama. 

b. Otoritas menetapkan wilayah prioritas untuk memperluas layanan 

berdasarkan kepadatan penduduk, jarak ke kantor, dan potensi ekonomi lokal.  
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c. Membuat pedoman operasional branchless banking syariah untuk 

memudahkan pembuatan rekening, setoran, tarik tunai, pembayaran, dan 

layanan pembiayaan mikro berbasis agen. 

d. Memberikan insentif untuk ekspansi di wilayah timur/3T seperti keringanan 

tertentu, skema pembiayaan penjaminan, atau dukungan infrastruktur 

(kolaborasi dengan pemerintah terkait) agar biaya ekspansi tidak sepenuhnya 

ditanggung bank. 

 Adapun rekomendasi untuk mendorong pembiayaan produktif dan 

berdampak sebagai berikut: 

a. Arahkan insentif pada pembiayaan produktif dengan membuat kebijakan yang 

mendorong portofolio syariah lebih banyak ke UMKM produktif, pembiayaan 

rantai nilai, dan sektor yang relevan dengan peningkatan kesejahteraan. 

b. Membuat skema penjaminan khusus pembiayaan syariah UMKM untuk 

menurunkan risiko, terutama di provinsi dengan dimensi penggunaan rendah. 

c. Mengintegrasikan program pemerintah dengan pembiayaan syariah. 

2. Pemerintah Daerah dan Ekosistem Lokal 

Pemerintah daerah dan ekosistem lokal juga turut dapat membantu peningkatan 

inklusi keuangan syariah di daerah masing-masing. Adapun rekomendasi yang 

dapat diberikan sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan kepemilikan rekening dan mempermudah 

penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) disarankan untuk membuat program 

literasi yang menempel pada kebutuhan lokal serta mengintegrasikan literasi 

dengan institusi lokal seperti sekolah, puskesmas, koperasi, BUMDes, 

komunitas usaha, dan tokoh masyarakat lintas agama. 

b. Untuk meningkatkan akses layanan dan infrastruktur pemerintah daerah dapat 

memfasilitasi lokasi layanan (ruang layanan di kantor pelayanan publik, mal 

pelayanan publik, dan kantor kecamatan) untuk service point syariah atau agen 

serta sinergi dengan kebijakan digital daerah dengan memperluas internet, 

dukungan transaksi nontunai, dan pelatihan penggunaan layanan digital. 

c. Untuk meningkatkan penggunaan pembiayaan produktif dan inklusi, 

pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan pipeline UMKM 
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dengan pendataan UMKM potensial, pelatihan pencatatan keuangan 

sederhana, lalu penghubung ke pembiayaan. Selain itu, mndorong skema 

pembiayaan klaster (kelompok tani/nelayan/UMKM) untuk menurunkan 

biaya transaksi bank dan meningkatkan pelayanan pembiayaan Dan di daerah 

nonmuslim ditekankan positioning syariah sebagai keuangan etis dan 

transparan (bukan berbasis identitas) sehingga dapat diterima lintas komunitas.  

3. Lembaga Keuangan Syariah 

  rangka memperluas akses nasabah dan DPK, lembaga keuangan syariah 

direkomendasikan untuk: 

a. Memperbanyak produk tabungan dasar/biaya rendah onboarding digital yang 

mudah, dan fitur transaksi harian (QRIS, transfer murah, dan pembayaran 

tagihan). 

b. Kerja sama dengan kampus, pasar tradisional, komunitas UMKM, koperasi, 

BUMDes, serta komunitas lintas agama dalam rangka akuisisi nasabah 

berbasis komunitas. 

c. Melakukan service design untuk daerah terpencil dengan skema agen, jadwal 

layanan keliling (mobile service), dan dukungan customer service lokal. 

 Untuk meningkatkan ketersediaan layanan (fisik dan digital assisted) maka 

lembaga keuangan syariah direkomendasikan untuk: 

a. Alihkan fokus dari menambah cabang menjadi menambah titik layanan 

melalui agen, mini branch, layanan bersama, dan kolaborasi jaringan. 

b. Tingkatkan kualitas layanan digital dengan aplikasi ringan, ramah sinyal 

rendah, dan edukasi penggunaan aplikasi. 

c. Memperkuat pembayaran melalui QRIS dan transfer instan agar rekening 

syariah benar-benar dipakai sehari-hari. 

 Untuk meningkatkan penggunaan keuangan syariah secara produktif, 

lembaga keuangan syariah direkomendasikan untuk: 

a. Mengembangkan pembiayaan yang langsung terkait dengan peningkatan 

kesejahteraan, seperti pembiayaaan mikro produktif UMKM, pendidikan, 

kesehatan, dan perumahan/renovasi sehat. 



107 

 

 

b. Memperkuat non-financial services dengan melakukan pendampingan usaha, 

pelatihan pencatatan, akses pasar agar pembiayaan benar-benar 

meningkatkan pendapatan. 

c. Mengoptimalkan segmentasi wilayah, misalnya dengan menggunakan model 

pembiayaan klaster/kelompok dan kerja sama pemda untuk provisi dengan 

nilai dimensi penggunaan yang rendah. 

d. Adapun strategi khusus untuk wilayah nonmuslim dengan memperbaiki 

komunikasi produk dengan menyampaikan bahwa syariah berarti etis, 

transparan, dan berbasis aset/akad yang jelas sehingga inklusif, serta 

merekrut dan melatih tenaga pemasaran/CS yang paham komunikasi lintas 

budaya agar tidak terjadi ’persepsi eksklusif untuk muslim’.  

4. Penelitian Berikutnya 

Melalui penelitian ini, peneliti juga memberikan rekomendasi kepada 

peneliti selanjutnya. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut: 

a. Mengkaji variasi dampak inklusi keuangan syariah antarwilayah dengan 

mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan kelembagaan daerah. 

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai kondisi di mana inklusi keuangan syariah dapat 

berkontribusi secara lebih optimal terhadap pembangunan manusia. 

b. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan pendekatan Regression 

Discontinuity Design (RDD), pemilihan titik ambang (cutoff) perlu 

mempertimbangkan karakteristik distribusi empiris IIKS di Indonesia. Pada 

periode penelitian, nilai IIKS provinsi cenderung terkonsentrasi pada 

kategori rendah, sementara jumlah provinsi yang berada di sekitar atau di 

atas cutoff 0,6 relatif terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada 

rendahnya local support di sekitar cutoff dan berpotensi menurunkan presisi 

estimasi RDD. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar studi 

lanjutan mempertimbangkan penggunaan cutoff 0,3. Rekomendasi ini 

berlandaskan klasifikasi Sarma yang membagi IIKS ke dalam tiga kategori, 

di mana 0,3 merupakan batas transisi dari inklusi rendah menuju sedang. 

Secara konseptual, cutoff tersebut relevan untuk merepresentasikan 
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perubahan status inklusi, dan secara empiris lebih operasional karena berada 

lebih dekat dengan rentang nilai mayoritas provinsi sehingga berpotensi 

menghasilkan perbandingan lokal yang lebih memadai. Sejalan dengan 

temuan tersebut, penelitian ini juga merekomendasikan agar otoritas terkait 

mempertimbangkan pengembangan opsi cutoff nasional tambahan 

(misalnya di sekitar 0,30) sebagai pelengkap cutoff 0,60 dalam kerangka 

pemantauan dan evaluasi inklusi keuangan syariah. Penyediaan cutoff 

tambahan akan membuat klasifikasi tidak semata-mata berfokus pada 

kategori “tinggi” yang relatif jarang tercapai, melainkan juga mampu 

menangkap dinamika peningkatan inklusi pada mayoritas provinsi yang 

masih berada pada kategori rendah. Dengan demikian, sistem klasifikasi dan 

target kebijakan yang digunakan dapat menjadi lebih adaptif terhadap 

kondisi empiris Indonesia dan lebih informatif untuk perumusan intervensi 

yang bersifat bertahap. 

c. Mengembangkan model yang tidak hanya menguji pengaruh langsung IIKS 

terhadap IPM, tetapi juga memasukkan variabel intermediasi seperti 

pendapatan per kapita, konsumsi rumah tangga, tingkat tabungan, dan 

pembiayaan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk 

mengungkap jalur mekanisme yang lebih kompleks dan memperjelas 

hubungan tidak langsung antara inklusi keuangan syariah dan indikator 

pembangunan manusia. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan 

menggunakan data dengan cakupan waktu yang lebih panjang agar dapat 

menangkap pengaruh jangka panjang dan efek penundaan (lag) dari inklusi 

keuangan terhadap pembangunan manusia, sehingga estimasi model 

menjadi lebih valid dan relevan untuk kebijakan. 

d. Fokus pada analisis daerah dengan populasi nonmuslim yang signifikan 

guna mengeksplorasi bagaimana inklusi keuangan syariah dapat mencakup 

kelompok nonmuslim secara lebih luas. Meskipun layanan keuangan 

syariah seperti tabungan tanpa riba, pembiayaan bagi hasil, dan asuransi 

syariah tidak terbatas pada umat Islam saja karena prinsip-prinsipnya 

(seperti keadilan dan etika bisnis) dapat menarik minat universal. 
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Pendekatan ini akan memberikan wawasan tentang inklusivitas keuangan 

syariah sebagai instrumen pembangunan universal, sejalan dengan 

maqashid syariah yang menekan kesejahteraan semua umat manusia, serta 

mendukung kebijakan inklusi yang lebih merata di Indonesia.  

5.3 Implikasi Penelitian 

5.3.1 Implikasi Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi 

pengembangan literatur inklusi keuangan syariah dan pembangunan manusia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara inklusi keuangan syariah 

dan IPM tidak selalu bersifat langsung dan instan. Temuan ini memperkuat 

pandangan bahwa inklusi keuangan syariah berperan sebagai faktor pendukung 

pembangunan yang dampaknya bergantung pada konteks wilayah dan jangka 

waktu tertentu.  

Penggunaan pendekatan RDD dalam penelitian ini juga memberikan 

kontribusi metodologis dengan menawarkan perspektif kausal lokal dalam 

mengkaji dampak inklusi keuangan syariah. Pendekatan ini melengkapi studi-

studi sebelumnya yang umumnya menggunakan panel data atau regresi 

konvensional, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

bagaimana dampak inklusi keuangan syariah bekerja di sekitar batas kebijakan 

tertentu. 

5.3.2 Implikasi Kebijakan 

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa 

peningkatan inklusi keuangan syariah tidak dapat berdiri sendiri sebagai 

instrumen utama dalam meningkatkan IPM. Oleh karena itu, kebijakan inklusi 

keuangan syariah perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan 

yang lebih luas dan terintegrasi. 

Pembuatan kebijakan perlu mempertimbangkan bahwa dampak inklusi 

keuangan syariah terhadap pembangunan manusia bersifat kumulatif dan 

membutuhkan waktu. Dengan demikian, evaluasi kebijakan sebaiknya dilakukan 

secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek. Selain 
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itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor penting agar masyarakat 

dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal.  

5.4 Keterbatasan Studi 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, 

pendekatan RDD hanya mengidentifikasi pengaruh kausal lokal di sekitar cutoff, 

pendekatan hasil ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh provinsi dengan 

tingkat IIKS yang jauh dari cutoff. Oleh karena itu, interpretasi hasil perlu 

dilakukan dalam konteks lokal di sekitar batas yang dianalisis.  

Kedua, IPM merupakan indikator pembangunan manusia yang bersifat 

komposit dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang tidak seluruhnya 

dapat dikontrol dalam model penelitian. Oleh karena itu, dampak inklusi keuangan 

syariah terhadap IPM kemungkinan bekerja melalui mekanisme tidak langsung 

yang tidak sepenuhnya tertangkap dalam kerangka analisis RDD. 

Ketiga keterbatasan jumlah observasi di sekitar cutoff membuat peneliti harus 

berhati-hati dalam menarik kesimpulan, serta penelitian lanjutan dengan cakupan 

data yang lebih luas dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

dampak inklusi keuangan syariah. 
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